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I11. Vokal Pendek
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4 ditulis syai,un.

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan
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IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat
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ABSTRAK

Dewinta Asokawati, NIM. 5119008. 2019. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri
Nomor 129/Pdt.P/2018/Pn Bbs Tentang Pemisahan Harta Bersama Dalam
Perkawinan Campuran. Tesis Magister Hukum Keluarga Islam, Program
Pascasarjana UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr.
H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Kata Kunci: Pemisahan Harta Bersama, Perkawinan Campuran, Kompetensi
Putusan Pengadilan.

Seiring perkembangan zaman dan waktu, perkawinan antara dua orang yang
berbeda kewarganegaraan sangat lumrah terjadi. Perkawinan tersebt dikenal dengan
perkawinan campuran. Perkawinan ini menimbulkan adanya akibat hukum terhadap
status kewarganegaraan anak dan terhadap harta bersama. Harta bersama adalah
harta yang dikumpulkan oleh suami dan isteri secara bersama-sama ataupun sendiri-
sendiri selama perkawinan berlangsung. Dalam prakteknya pada perkawinan
campuran, perlu diadakannya perjanjian pemisahan harta bersama yang tujuannya
untuk melindungi harta masing-masing. Sehingga pemisahan harta bersama ini
diajukan ke Pengadilan Negeri agar dibuatkan putusan pengesahan pemisahan harta
ini.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kompetensi absolut
Pengadilan Negeri Brebes untuk memeriksa dan memutus perkara tentang pembagian
Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran dan bagaimana penalaran hukum hakim
Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan pemisahan harta bersama dalam
perkawinan campuran ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemisahan harta
bersama dalam Perkawinan dan mengetahui penalaran hukum hakim dalam
memutuskan perkara ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Pengumpulan data melalui:
interview, dan dokumentasi. Analisis datanya preskriptif dengan tiga jalur yaitu
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini (1) pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran
merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Brebes (2) penalaran hukum hakim
Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan pemisahan harta bersama dalam
perkawinan campuran sudah sesuai dengan ketentuan yang ada baik dari sisi dasar
hukum yang dipergunakannya, prosedur pembuatannya maupun ketentuan logika
yang dipergunakannya. Berdasarkan hasil diatas diketahui pemisahan harta bersama
dalam perkawinan campuran merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri yang
tidak bisa diadili oleh Pengadilan Agama. Disamping itu hakim dalam melakukan
penalaran hukum sudah sesuasi dengan ketentuan yang berlaku.
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ABSTRACT

Dewinta Asokawati, NIM. 5119009. 2019. Analysis of District Court Decision
Number 129/Pdt.P/2018/Pn Bbs Concerning Separation of Joint Assets in Mixed
Marriage. Master's Thesis in Islamic Family Law, Postgraduate Program of UIN K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana,
M.Ag. (2) Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

Keywords: Separation of joint assets, mixed marriages, and the competence of court
decisions

Along with the times, marriage between two people of different nationalities
has become very common. Marriage is known as mixed marriage. After the
occurrence of mixed marriages, there are legal consequences for the child's
citizenship status and for joint assets. Joint assets are assets that the husband and wife
collect jointly or separately during the marriage. In practice, in mixed marriages, it is
necessary to reach an agreement on the separation of joint assets whose purpose is to
protect each other's assets. So that the separation of joint assets is submitted to the
District Court and a decision is made to ratify the separation of these assets.

The problem that arises in this study is how to determine the absolute
competence of the Brebes District Court to examine and make Stipulation Number
129/Pdt.P/2018/PN Bbs regarding the distribution of joint assets in mixed marriages,
and what is the character of the legal reasoning of Brebes District Court judges in
granting the separation of joint assets in this mixed marriage. This study aims to
explore the separation of joint assets in marriage and to characterize the judge's legal
reasoning in deciding this case. This type of research is literature research with a
statutory approach. Data collection occurs through interviews, observation, and
documentation. The data analysis is descriptive, with three paths: namely data
reduction, data presentation, and drawing conclusion.

This research resulted in two conclusions: (1) the separation of joint assets in
mixed marriages is an absolute competence of the Brebes District Court; and (2) the
legal reasoning of Brebes District Court judges in granting the separation of joint
assets in mixed marriages is in accordance with the existing provisions, both in terms
of the legal basis used, the procedures used in its manufacture, and the logic it uses.
Based on the results above, it is known that the separation of joint assets in mixed
marriages is an absolute competence of the district court and cannot be tried by the
religious courts. Besides that, the judge conducts legal reasoning in accordance with
the applicable provisions.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah hubungan setulus hati antara dua manusia yang
berbeda jenis kelamin yang disatukan dalam akad perkawinan sebagai seorang
suami dan seorang isteri yang bermaksud untuk menciptakan keluarga yang
harmonis dan langgeng hingga akhir hayat berlandaskan Ketuhanan Yang Maha

Esa.!

Perkawinan merupakan satu dari beberapa bentuk “perikatan” dari
berbagai macam bentuk perikatan yang lain antara laki-laki dan perempuan.?
Perikatan ini disebut dengan istilah “Hukum Perkawinan” yaitu gabungan dari
aturan yang mengontrol tingkah laku manusia dalam proses menuju,
melaksanakan dan dalam kehidupan perkawinan.’

Hukum perkawinan sebagaimana hukum pada umumnya dijalankan dan
berkembang bukan di ruang hampa. Ada banyak faktor sosial yang
mempengaruhi hukum perkawinan di Indonesia. Pergaulan masyarakat yang
semakin terbuka di era gobalisasi telah membawa pengaruh terhadap hukum

perkawinan. Globalisasi membuat makna perkawinan menjadi luas, termasuk

perkawinan dengan seseorang yang berbeda suku, ras dan kewarganegaraan.

!Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 1

Hilman Hadikusuma, “Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama” (Jakarta: Mandar Maju, 2007), him. 6

®Achman lhsan, “Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama islam, Suatu
Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum”, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), him. 18



Perkawinan beda kewarganegaraan dikenal sebagai ‘“Perkawinan
Campuran”. Perkawinan campuran yaitu persatuan atau pernikahan antara dua
insan manusia yang berbeda gender yang keduanya berada di Indonesia, yang
mana patuh pada aturan hukum yang berlawanan disebabkan adanya perbedaan
negara, yaitu salah satunya orang asing dan yang satunya orang Indonesia.* Di
Indonesia, perkawinan campuran diatur pertama kali dalam Algemene
Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB) yang diberlakukan mulai 30
April 1847. Dalam Pasal 16 AB yang berbunyi:

“De wettelijke bepalingen betreffende den staat en de voegdheid

der personen blijven verbindend voor ingezetenen van
Nederlandsch-Indie, wanneer zij zich buiten’s lands bevinden”.

Artinya Bagi penduduk Hindia-Belanda peraturan-peraturan perundang-
undangan mengenai status dan wewenang hukum seseorang tetap berlaku
terhadap mereka, apabila mereka ada di luar negeri.’

Setelah Indonesia merdeka, AB diubah dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan campuran sebagaimana termuat
dalam Pasal 57 yang berbunyi :

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-

Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia
tunduk pada hukum vyang berlainan, karena perbedaan

*P.N.H Simanjuntak, “Hukum Perdata Indonesia”, (Jakarta: Prenada Media Group,
2016), him. 66- 67
> Perpustakaan Badan Litbang dan Hukum, “Naskah Akademik Rancangan Undang-

Undang Tentang Hukum Perdata Internasional”
https://pustaka.balitbangham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3687 &keywords= diakses
pada 16 Oktober 2022


https://pustaka.balitbangham.go.id/index.php?p=show_detail&id=3687&keywords

kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan
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Indonesia”.

Dampak yang muncul karena perkawinan yang sah mengkonsekwensikan
banyak hal, terutama kehalalan hubungan suami isteri, keabsahan dan
tanggungjawab terhadap anak-anak yang dilahirkan serta kemilikan bersama atas
kekayaan berbentuk harta benda yang ada entitas maupun aset tak berbentuk
yang dihasilkan selama perkawinan berlangsung. Perkawinan yang dianggap sah
berefek atas harta perkawinan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tepatnya dalam Pasal 35 mengenai harta benda perkawinan yakni :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta

bersama. Dan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri

dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing

sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Harta yang diperoleh suami dan isteri sendiri-sendiri dan diperoleh
sebelum keduanya menikah menjadi milik mereka sendiri, kecuali keduanya
bersepakat mengenai sesuatu hal yang kemudian termuat dalam perjanjian
perkawinan. Dengan perjanjian perkawinan, suami isteri bisa menyetujui tidak
akan ada penyatuan harta kekayaan antara keduanya, yang diperoleh sebelum
dan selama perkawinan terjadi.’

Adapun harta bersama sendiri tidak dibolehkan dilakukan perjanjian

pemisahan, kecuali dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian. Didalam Pasal

119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijeaskan bahwa

¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57
"Amran Suadi, Mardi Chandra, “Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana

Islam Serta Ekonomi Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 86



“Berdasarkan hukum yang berlaku, semenjak dilaksanakannya
perkawinan telah terjadi adanya penyatuan harta bersama antara
suami dan isteri. Kecuali kedua mempelai pria dan wanita
menghendaki hal lain yang mana tercantum dalam perjanjian

perkawinan yang sudah dibuat dan hal ini tidak dapat dihapus

dan diubah walaupun keduanya bersepakat™.?

Pemisahan kekayaan harta bersama atas pemufakatan sendiri tanpa alasan
hukum adalah terlarang. kecuali terpenuhi alasan tertentu. Selama perkawinan,
isteri boleh mengajukan tuntutan kepada Hakim untuk dapat melakukan
pemisahan harta kekayaan dengan berbagai catatan yang Pertama, “Jika suami
dalam kehidupan sehari-hari menggunakan harta bersama secara berlebihan dan
dianggap hanya menghabiskan harta yang telah diperoleh”. Kedua, “Jika suami
tidak bisa mengelola harta milik dirinya sendiri, yang akhirnya memerlukan
jaminan atas pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan perkawinan ini dan semua
harta milik isteri menjadi kabur, atau jika suatu saat terjadi keteledoran yang
disebabkan oleh suami dalam mengurus harta istri, harta bersama ini dalam
keadaan bahaya”. °

Terkait perjanjian pembagian harta bersama, terdapat persoalan hukum
yaitu berkenaan dengan kompetensi absolut, yakni siapa sesungguhnya yang
memiliki kewenangan menyelesaikan perkara dengan obyek atau pokok
sengketa tentang pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran ini.

Di satu sisi, Pengadilan Negeri dapat melaksanakan perjanjian pemisahan

harta suami-istri, baik harta masing-masing maupun harta bersama dalam

8Happy Susanto, “Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian”, (Jakarta:
Transmedia Pustaka, 2008), him. 21
®Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 186 ayat (1) dan ayat (2)



perkawinan campuran di Indonesia, meskipun keduanya beragama Islam, sesuai
dengan persyaratan hukum perdata nasional yang mengatur persatuan tersebut.
Selain itu, perjanjian perkawinan dapat dilakukan di hadapan Pejabat Pencatatan
Perkawinan dan Notaris, sesuai Pasal 29 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015.*°

Pengadilan Negeri Brebes berwenang menangani perkara pidana dan
perdata umum. Pada Tahun 2018, diajukan permohonan pengesahan pembisahan
harta bersama yang akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim yang kemudian
termuat dalam Penetapan Nomor 129 / Pdt.P / 2018 / PN Bbs. Pemisahan harta
bersama ini didasarkan beberapa pertimbangan hakim dan penetapan yang sudah
ada sebelumnya.

Permohonan ini diajukan oleh pasangan Muslim yang menikah pada
tanggal 7 Oktober 2013, di Cotton Tree Drive Marriage Registry di Wilayah
Administratif Khusus Hong Kong. Keduanya merupakan pasangan suami isteri
yang menjalani mixed marriage atau perkawinan campuran karena perbedaan
kewarganegaraan. Sang Isteri berkewarganegaraan Indonesia dan suami
berkewarganegaraan Inggris. Dan pada saat ini, keduanya tinggal dan menetap
di Hongkong karena pekerjaan suami. Ketika keduanya menikah perjanjian
perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, namun

setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015,

0 | jhat Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 ayat (1) jo Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 69/PUU-X111/2015



perjanjian perkawinan dapat diajukan setelah perkawinan berlangsung. Dengan
adanya aturan ini, keduanya mengajukan permohonan pemisahan harta bersama.
Hal ini didasarkan pada resiko dari pekerjaan suami sebagai manager pada suatu
perusahaan. Resiko ini tentu berpengaruh terhadap harta bersama.

Pertanyaannya mengapa permohonan perjanjian perkawinan mengenai
pemisahan harta bersama sepasang suami istri yang sama-sama muslim tersebut
diajukan harus ada Penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Brebes bukan
ke Pengadilan Agama. Sedangkan sesuai Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XI11/2015
perjanjian perkawinan dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah atau Notaris.

Pertanyaan lainnya vyaitu harta bersama yang didapatkan semasa
perkawinan berlangsung pada intinya tidak boleh dipisahkan kecuali ada alasan
tertentu, yaitu kelakuan salah satu pihak yang boros dan atau tidak baik dalam
mengurus harta yang dapat berdampak merugikan pada pihak yang satunya dan
bahwa pengukuran alasan ini tidaklah mudah karena ada relatifitas, hakim harus
mempertimbangkan banyak hal untuk dapat menyimpulkan bahwa salah satu
pihak telah boros atau pihak tersebut berpotensi merugikan pihak pasangannya,
maka apa dasar hukum dan pertimbangan serta model logika yang dipergunakan
majlis hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan perkara
permohonan pembagian harta bersama dan dalam membuat penetapan Nomor
129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs. Dasar hukum dan pertimbangan serta model logika

hakim ini biasa disebut karakter penalaran hukum Hakim. Penelitian tentang



karakter penalaran hukum hakim akan dapat menjawab pertanyaan mengenai
dasar hukum dan pertimbangan serta model logika yang dipakai oleh hakim.

Berdasar latar belakang tersebut, penulis meneliti hal yang berhubungan
dengan kompetensi absolut yaitu alasan pemohon yang keduanya muslim
mengajukan permohonanannya ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan
Agama dalam pembagian harta bersama atau alasan Pengadilan Negeri Brebes
memeriksa perkara tersebut. Selain itu peneliti juga akan meneliti karakter legal
reasoning dalam membuat penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs yang
mengabulkan permohonan pembagian harta bersama yang diajukan oleh
pasangan muslim yang menikah dengan model perkawinan campuran.

Tema penelitian ini dipilih dengan alasan: pertama, tema mengenai
pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran pada umum masih sedikit
dibahas bahkan di Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan sendiri belum ada yang menelitinya; kedua, studi tentang konpetensi
absolut masih sangat diperlukan untuk dapat mengidentifkasi dan mencari
jawaban atas adanya problem sengketa atau konflik kewenangan absolut antar
lembaga-lembaga hukum sehingga dapat menjadi masukan bagi menemukan
kejelasan kompetensi tersebut ke depan, ketiga, studi tentang karakter penalaran
hukum hakim yang mendalami dasar pertimbangan dan model logika deduktif—
induktif hakim dalam memproses penyimpulan hukum yang ditetapkan atau
diputuskan hakim, lebih-lebih untuk perkara yang pelik seperti menguur alasan

untuk adanya pembagian harga bersama akan memberikan kontribusi berharga



bagi pengayaan materi logika dan penalaran hukum hakim yang bermanfaat bagi
para praktisi dan ilmuan hukum.

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut penulis merangkai judul
penelitian sebagai berikut “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri
Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs Tentang Pemisahan Harta Bersama Dalam

Perkawinan Campuran”.

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetensi absolut Pengadilan Negeri Brebes untuk memeriksa
dan membuat penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs tentang pembagian
Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran?

2. Bagaimana penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam
mengabulkan pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran

sebagaimana penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Sesuai pokok permasalahan di atas, maka tujuan dan manfaat
penelitiannya sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Menemukan dan menjabarkandasar pertimbangan Pengadilan Negeri
Brebes untuk memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan
membuat penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs tentang pembagian

Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran.



b. Menemukan dan menjelaskan dasar pertimbangan atau penalaran hukum

hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan pemisahan harta

bersama dalam perkawinan campuran.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis,

1)

2)

Hasil penelitian ini  diharapkan dapat berguna untuk
mengembangkan ilmu bukum perdata bidang perkawinan
khususnya mengenai harta bersama dalm perkawinan campuran.

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti

selanjutnya yang ingin meneliti penelitian serupa.

b. Secara praktis,

1)

2)

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan supaya bisa memberikan
masukan bagi praktisi hukum yang concern di bidang hukum
keluarga dalam penanganan perkara perkawinan campuran yang
dapat menjadi kompetensi absolut Pengadilan Negeri.

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan
informasi sekaligus masukan bagi para pengambil kebijakan
seperti DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)
guna maleksanakan fungsi regulasi yang melindungi perkawinan

campuran dan hak-hak pelakunya
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D. Penelitian Terdahulu

Terkait dengan masalah Pemisahan Harta Bersama ada beberapa tulisan

berupa hasil penelitian, seperti tesis diantaranya:

1.

Suci Kartika menulis Tesis dengan judul “Kesepakatan Bersama Atas

Pemisahan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran”.**

Henny Chrestianti menulis tesis dengan judul “Penjualan Harta Bersama
Berupa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian

. 12
Kawin”.

Badrut Taman menulis tesis dengan judul “Implikasi Yuridis Keputusan
Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XII1/2015 Tentang Perjanjian

Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan”."

Laurensius Arliman S menulis Jurnal dengan judul “Peran Lembaga Catatan
Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang
Perkawinan”.'*

Mursyid Djawas dan Nurzakia menulis jurnal dengan judul “Perkawinan
Campuran di Kota Sabang (Studi Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat

tentang Dampak Perkawinan Campuran)”. *°

Y Suci Kartika, “Kesepakatan Bersama Atas Pemisahan Harta Bersama Dalam

Perkawinan Campuran”, “Tesis Magister Kenotariatan”, (Padang: Universitas Andalas, 2016)

2 Henny Chrestianti, “Penjualan Harta Bersama Berupa Hak Atas Tanah Dalam

Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin”, “Tesis Magister Kenotariatan”, (Surabaya:
Universitas Narotama, 2016).

¥Badrut Tamam, “Implikasi Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-

XI111/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama Bagi Perkawinan”, “Tesis
Magister Hukum ”, (Jember: UIN Jember, 2021).

4 Laurensius Arliman S, “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan

Campuran Berdasarkan Undang-Undang”, “Jurnal Cendekia Hukum”, 2 (Maret, Vol 4, 2019).
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Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul Tujuan Persamaan | Perbedaan
Suci Kesepakatan | 1.Perlunya perjanjian | Tema 1.Metode
Kartika Bersama kesepakatan bersama | Penelitian | Penelitian yang
Atas tentang  pemisahan | yang digunakan peneliti
Pemisahan | harta bersama dalam | diambil yakni  Penelitian
Harta perkawinan mengenai Yuridis Normatif,
Bersama campuran yang | Pemisahan | sedangkan suci
Dalam dibuat dengan akta | Harta kartika  penelitian
Perkawinan | notaris sebelum atau | Bersama empiris
Campuran saat perkawinan. | Dalam 2.Informan  yang
2.Pembuatan Perkawinan | diwawancarai
perjanjian Campuran | peneliti yaitu
kesepakatan bersama Hakim yang
tentang  pemisahan mengabulkan
harta bersama dalam perkara ini,
perkawinan sedangkan tesis
campuran adalah Suci Kartika ini
menyiapkan berkas- Informan yang
berkas  asli, harta diwawancarainya
yang dimiliki selama yaitu Notaris.
perkawinan, 3.Latar  belakang
Menyebutkan pengajuan
kepentingan para permohonan
pihak dalam surat pemisahan  harta
pernyataan bersama dalam
kesepakatan bersama tesis suci karena
dan penadatangan sudah  dibuatnya
surat pernyataan suatu kesepakatan
kesepakatan bersama atau akta dibawah
dan disahkan oleh tangan, sedangkan
notaris. dalam tesis penulis
3.Pemisahan harta ini keduanya membuat
dibuat dalam bentuk perjanjian
kesepakatan bersama perkawinan  yang
yang dibuat di bawah diwakilkan
tangan dan di sahkan kuasanya seorang
oleh  Notaris dan Pengacara yang

' Mursyid Djawas dan Nurzakia, “Perkawinan Campuran di Kota Sabang (Studi
Terhadap Faktor dan Persepsi Masyarakat tentang Dampak Perkawinan Campuran)”,
“Samarah:Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam ”, 2 (Desember, Vol 2, 2018).
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diperlukan penetapan

berhadapan dengan

Pengadilan  Negeri Notaris
Jakarta.
Henny Penjualan 1.Untuk mengetahui | 1.Tema Dalam tesis ini
Chrestianti | Harta status status | Penelitian | harta bersama
Bersama kepemilikan harta | yang antara suami isteri
Berupa Hak | berupa hak atas tanah | diambil ini dijual dan tidak
Atas Tanah | dalam suatu | mengenai ada pemisahan
Dalam perkawinan Harta harta bersama
Perkawinan | 2.penjualan harta | Bersama antara  keduanya.
Campuran bersama berupa Dalam Tesis Peneliti tidak
Tanpa hak atas tanah dalam | Perkawinan | membahas
Perjanjian suatu perkawinan | Campuran. | mengenai
Kawin campuran tanpa ada | 2.Jenis dan | penjualan harta
pisah harta pendekatan | bersama hanya
penelitian membahas
yang mengenai
digunakan | pemisahan  harta
bersama.
Badrut Implikasi 1.Latar belakang | Tema Tesis ini  hanya
Tamam Yuridis munculnya keputusan | Penelitian | menggunakan
Keputusan | Mahkamah yang putusan Mahkamah
Mahkamah | Konstitusi No. diambil Konstitusi saja
Konstitusi 69/PUU/XI111/2015. mengenai sedangkan tesis
NO. 2.Implikasi ~ Yuridis | Pemisahan | peneliti
69/PUU- keputusan Mahkamah | Harta menggunakan
XI111/2015 Konstitusi  terhadap | Bersama berbagai Undang-
Tentang perlindungan  harta | Dalam Undang
Perjanjian bersama bagi | Perkawinan
Perkawinan | perkawinan
Terhadap campuran Perspektif
Harta Magasid al-Shari’ah.
Bersama 3.Implikasi  Yuridis
Bagi Keputusan
Perkawinan | Mahkamah
Konstitusi
Laurensius | Peran mengetahui Tema Tesis ini
Airman Lembaga perjalanan Penelitian | membahas dari
Catatan perkawinan yang segi Peran
Sipil campuran di diambil Disdukcapil
Terhadap Indonesia, untuk mengenai mengenai
Perkawinan | mengetahui fungsi Pemisahan | Perkawinan
Campuran | dan peranan Dinas Harta Campuran
Berdasarkan | Kependudukan dan Bersama
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Undang- Catatan Sipil dalam Dalam
Undang penerbitan akta Perkawinan
Perkawinan | perkawinan dan
untuk mengetahui
akibat hukum yang
ditimbulkan dari
perkawinan
campuran di
Indonesia.
Mursyid Perkawinan | Untuk  Mengetahui | Tema Penelitian ini
Djawas Campuran faktor dan persepsi | Penelitian penelitian
dan di Kota masyarakat kota | yang sosiologis dengan
Nurzakia | Sabang Sabang mengenai | diambil menggunakan
(Studi banyaknya mengenai pendekatan
Terhadap perkawinan Perkawinan | fenomenologi
Faktor dan | campuran Campuran
Persepsi
Masyarakat
tentang
Dampak
Perkawinan
Campuran)

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara seseorang yang dari
Indonesia dengan seseorang dari negara lain. Di era sekarang perkawinan
campuran tidak hanya disebut untuk mereka yang menikah dengan berbeda
kewarganegaraan saja tetapi juga disebut untuk mereka yang berbeda
keyakinan, berbeda kepercayan dan lain sebagainya. Diantara akibat hukum
perkawinan adalah menyangkut urusan anak dan harta bersama, Perkawinan

mengkonsekwensikan dijalankannya ketentuan hukum mengenai harta
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kekayaan dalam keluarga, baik tentang harta milik atau bawaaan maupun
harta bersama.
Harta Bersama

Suatu harta yang dihasilkan dan dihabiskan suami maupun isteri dengan
syarat diperlukannya persetujuan suami atau isteri merupakan pengertian
dari harta bersama.'® Sebaliknya harta bawaan suami dan isteri menjadi
miliknya masing-masing, hal ini juga berlaku jika perkawinan tersebut tidak
bisa dipertahankan, pembagian harta bersama sendiri diatur menurut undang-
undang yang berlaku.

Pemisahan Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran sendiri bisa
dilakukan di Pengadilan Negeri atau di pegawai pencatat perkawinan dan
notaris. Sebagaimana ketentuan yang terdapat di Pasal 56 ayat (1) Undang-
Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang
berbunyi: “Pendataan mengenai peristiwa penting lainnya dilaksanakan oleh
Pejabat pencatatan sipil melalui permohonan yang masuk dari masyarakat
yang berkaitan, hal ini bisa dilakukan sesudah kelularnya penetapan
pengadilan negeri yang kekuatan hukum tetap. Selanjutnya jika terjadi
kepentingan pendataan mengenai pemisahan harta benda dalam perkawinan
olen Pejabat Pencatatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan yang

berwenang menjelaskan suatu hal menurut hukum yang ada.

8 pusat Pembinaan dan Pengembengan Bahasa Departemen Pendidikan dan

kebudayaan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, edisi kedua, (Jakarta: Balai pustaka, 1995), him.

342
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3. Kewenangan Pengadilan
Kewenangan Pengadilan Negeri dalam praktik dan teorinya terbagi
menjadi dua koridor, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.
Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 (1) HIR yakni
Pengadilan Negeri berhak memverifikasi gugatan yang daerah hukumnya,
meliputi :
a. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tergugat
tinggal
b. Jika dalam satu perkara terdapat beberapa tergugat, penggugat
berhak memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan
Negeri salah satu tergugat
c. Salah satu dari tergugat merupakan debitur pokok, yang lainnya
sebagai jaminan, maka gugatan harus diajukan ke pengadilan
debitur tinggan
d. Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka diajukan ke
Pengadilan Negeri di daerah hukumnya
e. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan letak objek
sengketanya®’
Pada umumnya yang menjadi objek gugatan yaitu benda tidak bergerak

seperti tanah, maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang

7 pengadilan Negeri Curup Bengkulu, “Proses Perkara Perdata”, https://www.pn-
curup.go.id/prosesperkaraperdata#:~:text=Kompetensi%20Relatif%20(pasal%20118%20(1,tidak
%20diketahui%20tempat%20tinggalnya)%3B, diakses tanggal 5 september 2022


https://www.pn-curup.go.id/prosesperkaraperdata#:~:text=Kompetensi%20Relatif%20(pasal%20118%20(1,tidak%20diketahui%20tempat%20tinggalnya)%3B
https://www.pn-curup.go.id/prosesperkaraperdata#:~:text=Kompetensi%20Relatif%20(pasal%20118%20(1,tidak%20diketahui%20tempat%20tinggalnya)%3B
https://www.pn-curup.go.id/prosesperkaraperdata#:~:text=Kompetensi%20Relatif%20(pasal%20118%20(1,tidak%20diketahui%20tempat%20tinggalnya)%3B
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mewilayahi objek sengketa tersebut. Hal ini sesuai pasal 142 RBg yang
bunyinya “jika yang menjadi objek sengketa berupa tanah, maka diajukan
ke Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukum tanah tersebut”.

Penggugat berhak memilih Pengadilan Negeri yang akan diajukannya
gugatan tersebut sesuai dengan domisili tergugat. Jika tergugat pada hari
sidang tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif ini,
Pengadilan tidak berhak memberi pernyataan bahwa hal ini bukan
wewenangnya. Pernyataan ini selaras dengan Pasal 133 HIR, yang isinya
menyatakan bahwa “eksepsi hanya boleh diajukan pada awal sidang, jika
dilakukan sesudah sidang pertama, hakim tidak boleh menanggapinya dan
sidang harus dilanjutkan sesuai dengan aturan yang berlaku”.

Sedangkan kewenangan absolut didefinisikan sebagai “The right in
a court to exercise governance in a particular case” atau kewenangan suatu
badan pengadilan dalam mengadili perkara tertentu.'® Soeroso menetapkan
kewenangan mutlak sebagai tugas pengadilan untuk memeriksa jenis
perkara tertentu dan sama sekali tidak dapat diperiksa oleh badan
pengadilan lain. Pengadilan Negeri sebagai salah satu bagian dari Peradilan
Umum mempunyai kewenangan mutlak sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2004 tentang Peradilan Umum. Pasal 50 Undang-Undang ini menyatakan

kewenangan mutlak Pengadilan Negeri yang berbunyi: “Pengadilan Negeri

'® Natsir Asnawi, “Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di
Peradilan Umum dan Peradilan Agama”, him. 51
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bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan
perkara perdata pada tingkat pertama”.

Susunan ini masih bersifat umum dan apa yang dimaksud dengan hukum
perdata umum memerlukan penjabaran lebih jauh. Namun demikian, jika
mengamati buku-buku tentang hukum perdata ataupun hukum acara perdata,
hukum perdata umum mencakup tiga macam hal yaitu:

a. Orang (person)
Adalah subjek hukum yang memiliki hak dan nilai menurut hukum.
Orang dalam hukum perdata meliputi orang atau manusia dan
realitas hukum. Kontroversi mengenai orang-orang di bidang
hukum perdata sangat bervariasi.

b. Objek (zaaken)
Berkaitan dengan benda-benda, tugas-tugas pengadilan mencakup
semua hal yang berkaitan dengan benda-benda yang dapat diraba
dan yang tidak dapat diraba. Kontroversi material yang menjadi
tugas pengadilan adalah klaim properti bersama dan klaim warisan
bagi mereka yang memiliki agama selain Islam.

c. Kesepakatan (verbintenis)
Perjanjian antara hukum kekayaan atau harta benda

(vermoegenrecht) antara dua orang atau lebih yang memberikan
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kekuasaan kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan
mewajibkan pihak lain untuk memenuhi prestasi."

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Penemuan Hukum. Teori ini
diperlukan dalam menemukan hukum yang nantinya dapat memberikan
kepastian. Teori penemuan hukum sendiri terbagi menjadi tiga metode sesuai
dengan pernyataan pakar hukum, penelitian ini bisa dikategorikan
menggunakan metode interpretasi sistermati. Yakni penafsiran yang
membandinggkan suatu peraturan undang-undang dengan peraturan lain.?

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan campuran tentu menimbulkan beberapa akibat hukumnya
seperti status kewarganegaraan anak dan terhadap harta bersama. Harta bersama
sendiri yaitu harta yang diperoleh sendiri maupun bersama selama perkawinan
berlangsung. Harta tersebut berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.
Benda bergerak meliputi kendaraan, benda tidak bergerak meliputi uang, saham,
rumah dan sebagainya. Pemisahan harta bersama ini termasuk ke dalam
perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat di depan Notaris atau
Pegawai Pencatat Nikah. Sekarang perjanjian perkawinan yang dibuat di Luar
Indonesia harus di laporkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, sehingga

memerlukan Putusan Pengadilan, jadi Pengadilan manakah yang berhak untuk

' Natsir Asnawi, “Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik, dan Permasalahannya Di
Peradilan Umum dan Peradilan Agama”, him. 56-59

20 Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”,
Jurnal A1’ Adl, 11 (Januari-Juni, Vol. 6, 2014)
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menanganinya? Berikut ini peneliti sampaikan kerangka berfikir dalam
menghadapi permasalahan tersebut.
Bagan 1.1

Kerangka Berfikir

Harta Bersama dalam
Perkawinan Campuran

U

Kewenangan
Pengadilan Mana?

o S

Pengadilan Negeri Pengadilan Agama
UU No 49/2009 UU No 50/2009
\ /

Karakter Penalaran Hukum
Hakim

G. Metode Penelitian
Dalam proses penelitian tesis ini menggunakan rangkaian metode sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian
yuridis normatif adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan

telaah buku, literatur, catatan, dan laporan berwarna yang berkaitan dengan
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masalah yang akan dijawab.”* Penelitian yuridis normatif mencakup
penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, penelitian sejarah
hukum, dan perbandingan hukum. *’Dalam menganalisis Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs Tentang Pemisahan Harta Bersama
Dalam Perkawinan Campuran penulis akan melakukan pembacaan,
pencatatan, pengolahan dan penganalisaan data-data dari dokumen
khususnya putusan Pengadilan Negeri yang dikaji, ketentuan perundangan
terkait dan bahan-bahan literatur lainnya.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sudut pandang seorang peneliti dalam
memilih ruang diskusi yang diharapkan dapat membagikan bentuk yang
nyata mengenai karya ilmiah. Pendekatan dalam penelitian hukum ini adalah
hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif dilakukan penganalisaan
dengan berbagai pendekatan yang terdiri dari :

a. Pendekatan Perundang-undangan

b. Pendekatan Perbandingan

c. Pendekatan Kasus®

Dalam penelitian ini digunakan Pendekatan Perundang-Undangan yang

gunanya untuk menemukan peraturan perundang-undangan yang tepat untuk

21 Milya Sari, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan
IPA”, Natural Science:Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA”, 1 (Vol 6, 2020),
him. 43

22 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris”, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153

23 I Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi
Teori Hukum”, (Jakarta: Preneda Media Grup,2017), hlm.156
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digunakan dalam memecahkan masalah mengenai pemisahan harta bersama
dalam perkawinan campuran. Pendekatan perbandingan digunakan untuk
membandingkan antara Undang-Undang Peradilan Agama dan Undang-
Undang Peradilan Umum. Pendekatan Kasus digunakan sebagai fokus
penelitian ini  dengan melaksanakan indentifikasi terhadap putusan
pengadilan yang mana putusan tersebut telah berkualifikasi yurisprudensi
sehingga dilakukannya penelaahan mengenai putusan hakim dengan

landasan teoritis seperti teori/ajaran,asas hukum, dan konsep hukum.

. Jenis dan Sumber Data

Pada intinya penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yakni data
yang diterima secara tidak langsung oleh peneliti melalui sumber pertama,
didapatkan melalui penelaahan studi literatur tentang materi yang terkait
dengan masalah. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang
dibagi dalam dua bentuk bahan hukum primer dan sekunder, yakni:

a. Bahan Hukum Primer, yakni sumber data yang menjadi pokok dan
fokus penelitian. Dalam karya ini, penulis berkonsentrasi pada
putusan  Pengadilan  Negeri,  khususnya perkara  nomor
129/Pdt.P/2018/PN Bbs, yang disebut sebagai bahan hukum primer,
atau sumber data yang menjadi subjek dan fokus penelitian.
Informasi hukum ini bersifat otoritatif dalam arti memiliki kekuatan
sebagai akibat dari perbuatan atau persyaratan yang dilakukan oleh

lembaga yang diakui. Adapun perangkat hukum tersebut antara lain
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Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata, dan
peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang dapat memberikan
penjelasan tentang bahan hukum primer. Pendapat dari para
profesional hukum dan buku ulasan tentang aturan yang relevan
adalah contoh bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini.?*

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara
Wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua
pihak, yang paling tidak salah satunya mempunyai tujuan yang
nantinya akan ada tanya jawab yang menyertainya.”> Wawancara
sangat penting dilakukan karena peneliti bisa kehilangan informasi
yang hanya dapat diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian,
wawancara dilakukan dengan Hakim yang mengabulkan Penetapan
Nomor 129/Pdt.P/2018/ Pn Bbs.

b. Dokumentasi
Menggunakan teknik dokumentasi yakni mencari data tentang efek

atau variabel berupa catatan, ulangan, buku, jurnal, majalah, eulogi,

* Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris” him. 157.
25 Fadhallah, “Wawancara”, (Jakarta:UNJ Press, 2021), hlm. 1
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notulen rapat, lenger, jurnal dan sebagainya.”® Dalam beberapa cara
pengumpulan data menggunakan dokumen, terdapat jenis dokumen
yang bemacam-macam dimana dokumen tersebut digunakan sebagai
sumber dalam data mining. Yaitu penguraian dari sekumpulan data
menjadi informasi yang memiliki potensi secara implisit.”’
Dokumen dikategorikan menjadi dua jenis, yakni dokumen pribadi
dan dokumen resmi. Dokumen pribadi yaitu catatan atau karangan
seseorang secara tertulis mengenai tindakan pengalaman dan
kepercayaan. Misalnya buku harian, surat pribadi, otobiografi.
Dokumen resmi adalah dokumen yang berasal dari lembaga atau
asosiasi yang dikenai sanksi, seperti memo, catatan hasil kongres, dan
notulensi rapat..”®
5. Metode Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses pengolahan
data mentah berupa narasi, tindakan, catatan lapangan dan bahan tertulis
lainnya yang memungkinkan penelitian menghasilkan kategori, klasifikasi

atau tipologi data.”

?® sandu Siyoto dan Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, (Yogyakarta:Literasi
Media Publishing, 2015), him. 77-78
%" Lailil Maflukhah, Dian Eka Ratnawati, dkk, “Data Mining”, (Malang:UB Press, 2018),
him. 4
%8 Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (Sukabumi:CV.
Jejak, 2018), him. 146-147
% Umrati dan Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian
Pendidikan” (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), him.115
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Prosedur analisa dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi empat
tahapan yakni:

a. Pengumpulan data
Proses pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai cara yang
diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan. Caranya bisa melalui
pengamatan atau disebut juga dengan observasi, Kkuesioner,
wawancara mendalam dengan obyek penelitian, pengkajian
dokumen, maupun Focus Group Discussion (FGD).*

b. Reduksi data
Mereduksi data bermakna meringkas, menseleksi data, memfokuskan
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan
membuang data yang tidak diperlukan. Reduksi data bertujuan untuk
mengumpulkan data yang diperolen selama eksplorasi data di
lapangan.

c. Penyajian data
Penyajian data dilaksanakan untuk melihat gambaran keseluruhan
yang mana terdiri dari bagian-bagian tertentu atas gambaran
keseluruhan itu sendiri. Selain itu penyajian merupakan sekumpulan
informasi yang tersusun untuk memberikan sebagaimana adanya
kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang

diperoleh selama proses eksplorasi tanpa mengurangi isinya.

%0 Rukin, “Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, (Surabaya: CV. Jakad Media
Publishing, 2021), him.46
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d. Penyimpulan
Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dimaksudkan
untuk mencari makna data dengan mencari hubungan, kesejajaran,
atau perbedaan. Kegiatan ini merupakan tahapan reduksi dan
penyajian data yang mana membandingkan kesesuaian pernyataan
dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam
penelitian tersebut.*

Penelitian ini dianalisis menggunakan analisis Preskriptif, yaitu analisis
yang sifathya memberikan arguentasi atas hasil penelitian yang telah
dilakukan. Argumentasi ini dilakukan peneliti untuk memberikan penilaian
mengenai benar atau salah atau apa yang segogyanya menurut hukum

terhadap fakta dari hasil penelitian tersebut.*

H. Sistematika Penulisan
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang tesis ini secara
keseluruhan, maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam lima bab
dengan sistematika pemulisan sebagai berikut:
Bab Pertama, merupakan Pendahuluan, dalam bab ini termasuk: latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

%1 sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, him.122-124
%2 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris”, him. 184.
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penelitian terdahulu, kerangka teori, kerangka berfikir, metode penelitian,
dan sistematika.

Bab Kedua, Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran, meliputi:
definisi perjanjian perkawinan, dasar hukum perjanjian perkawinan, bentuk
perjanjian perkawinan, definisi harta bersama, jenis-jenis harta benda dalam
pekawinan, dasar hukum harta bersama, pembagian harta bersama,
kewenangan engadilan, definisi penetapan pengadilan, macam-macam
penetapan pengadilan, perbedaan penetapan dan putusan.

Bab Ketiga, Gambaran Umum Pengadilan Negeri Brebes meliputi Profil
Pengadilan Negeri Brebes, pokok-pokok materi dan dasar pertimbangan
hakim dalam penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs Nomor 129/Pdt.P/
2018/PN Bbs.

Bab Keempat, Analisis, meliputi: Analisis kompetensi absolut dalam
pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran di Pengadilan Negeri
brebes, serta analisis karakter penalaran hukum hakim PN Brebes dalam
penetapan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs

Bab Lima merupakan penutup, yang termasuk simpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan tesis yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs Tentang Pemisahan Harta

Bersama Dalam Perkawinan Campuran ” sebagaimana yang telah dipaparkan

pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Kewenangan absolut Pengadilan Negeri Brebes untuk meneliti dan membuat
Putusan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs tentang pemisahan Harta Bersama
dalam Perkawinan Campuran sudah sejalan dengan peraturan yang relevan
pada saat ini, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 bahwa “Pengadilan
Negeri berhak mengadili perkata perdata umum dan pidana umum”. Yang
termasuk dalam perkara perdata dan pidana umum meliputi Hukum
Perorangan, Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Kekuasaan pada kasus
keperdataan umum dalam Pengadilan Negeri sangat luas dan umum. Dengan
adanya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,
kewenangan Pengadilan Negeri menjadi jelas, bahwa apa yang tidak diatur
dalam pasal tersebut menjadi kekuasaan kehakiman Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 49 tersebut menjelaskan mengenai penyelesaian harta bersama

111
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yang dapat di putus Pengadilan Agama setelah terjadi perpisahan, sedangkan
dalam Putusan Nomor 129/Pdt.P/ 2018/PN Bbs ini tidak terjadi perceraian.
Dan juga tidak ada perkara perjanjian perkawinan yang di dalamnya termuat
tentang pemisahan harta bersama yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama. Karena tidak adanya indikator mengenai dua perkara yang
disampaikan di Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama, maka perkara ini masuk ke Pengadilan Negeri. Permasalah
perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri sendiri lebih luas dan umum,
sehingga tidak terbatas jenis perkaranya.

. Penalaran Hukum Hakim Pengadilan Negeri Brebes dalam mengabulkan
pemisahan harta bersama dalam perkawinan campuran sebagaimana Putusan
Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs sudah sesuai dengan ketentuan yang ada baik
dari sisi dasar hukum vyang dipergunakannya, prosedur pembuatannya
maupun ketentuan logika yang dipergunakannya. Bahwasanya Hakim ketika
menetapkan persoalan ini, hakim telah mempertimbangkan peraturan hukum
yang terlibat pembagian harta bersama dan sisi keadilan untuk semua pihak.
Hakim juga telah memproses perkara sesuai hukum acara perdata dan
prosedur pembuktian, Selain itu hakim telah menggunakan ketentuan logika
berupa memadukan penalaran deduktif yaitu yang mendasarkan pada
Undang-undang dan penalaran induktif yang mendasarkan pasa fakta-fakta

persidangan.
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B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni dalam pengkajiannya berdasarkan

hukum positif saja tanpa ada perbandingan dengan hukum islam maupun hukum

yang lain. Penelitian ini juga baru menjangkau dari satu pihak yaitu para hakim
yang dipilih untuk meninjau, dan menyidangkan kasus ini, belum mencakup dua
pihak yaitu para pemohon dikarenakan domisili para pemohon saat ini di Luar

Indonesia. Sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk mewawancarai dan

menanyakan kebenarannya secara langsung.

C. SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas, maka penulis
memberikan beberapa saran yakni :

1. Bagi para aparat hukum untuk mensosialisasikan peraturan terkait, sehingga
masyarakat bisa menggunakan yang paling mudah vyaitu melakukan
perjanjian harta bersama sebelum perkawinan dengan tidak harus ke
pengadilan.

2. Bagi para ahli hukum islam masalah tersebut untuk mendapat perhatian
pengkajiannya dari sisi hukum Islam sehingga pembagian harta bersama
tidak hanya dari pendekatan hukum positif

3. Bagi peneliti selanjutnya agar bisa mengungkap kasus-kasus baru yang
berhubungan dengan orang-orang yang tinggal di Luar Indonesia yang

tenrunya masih berkaitan dengan Hukum Keluarga.
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Akhir kata, semoga tesis yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini
dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan serta bermanfaat terutama bagi

penyususun, pembaca dan juga yang mengoreksinya.
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PANDUAN WAWANCARA

Mengapa perkara pemisahan harta bersama yang keduanya beragama
islam diselesaikan di Pengadilan Negeri?

Mengapa tidak diajukan ke Pengadilan Agama?

Mengapa harus ada penetapan Pengadilan Negri dalam mencatatkan
perjanjian perkawinan yang berisi tentang pemisahan harta bersama,
sedangkan dalam putusan Mk hanya perlu dicatatkan di depan Pegawai
pencatat nikah dan Notaris?

Bagaimana kompetensi absolut Pengadilan Negeri brebes untuk
memeriksa dan membuat penetapan nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs
tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran?

Bagaimana karakter penalaran hukum hakim Pengadilan Negeri Brebes
dalam mengabulkan pemisahan harta bersama dalam perkawinan
campuran sebagaimana penetapan nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs?

Bagaimana konsep harta bersama dalam perkawinan campuran?

Bagaimana implikasi hukum pemisahan harta bersama dalam perkawinan
campuran?
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PENETAPAN
Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara perdata
permohonan dalam Pengadilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan

sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. ELSA LIYANTI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3329125608830009 berlaku seumur hidup, tanggal lahir 16 Agustus 1983,
Agama Islam, Wiraswasta, beralamat sesuai di Limbangan RT/RW 005/00,
Kelurahan Limbangan, Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Propinsi

Jawa tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

2. DANIEL DAVID MATTEY, Pemegang Passport Inggris Nomor 519602507
berlaku sampai 17 September 2024, tanggal lahir 19 Januari 1971, Agama
Islam, pekerjaan sebagai Estimating Manager, beralamat di Flat A 7 Floor
Casa Bella, 117 Caine Road, Midlevel, Hongkong, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon Il

Pemohon | dan Pemohon Il secara bersama-sama disebut sebagai Para
Pemohon.

Para Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama RATNA ASRI, S.H.,
Advokad dan Konsultan Hukum pada RAA LEGAL CONSUSTANT, yang
beralamat di domisili pemberi kuasa di Limbangan RT/RW 005/00 Kelurahan
Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Juli 2018, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pegadilan Negeri Brebes dibawah register Nomor
W12U11/76/Hk.02.02/7/2018, tertanggal 25 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes,
tertanggal 25 Juli 2018, Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs, tentang penunjukan
Hakim;

Telah membaca permohonan Para pemohon beserta surat-surat

lainnya yang terdapat dalam berkas permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Telah membaca penetapan hari sidang tertanggal 25 Juli 2018,
Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para
Pemohon serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para
pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Para pemohon telah
mengajukanpermohonannya tertanggal 23 Juli 2018, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 25 Juli 2018, dibawah
register Nomor 129/Pdt.P/2016/PN Bbs, dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Elsa Liyanti dengan Daniel David Mattey
merupakan perkawinan campuran (mixed marriage) antara dua orang
yang berbeda kewarganegaraan yang telah dilangsungkan di Cotton
Tree Drive Marriage Registry Hong Kong SAR, pada tanggal 15 Pebruari
2013 sesuai dengan Surat Nikah No. DF3429, dan dicatatkan pada
Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri No. 123/KONS-
SN/2013/OKT vyang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik
Indonesia Hong Kong, pada tanggal 07 Oktober 2013, serta dicatatkan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten
Brebes No. 474.2/50/11/2014 pada tanggal 03 Pebruari 2014.

2. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan masing-masing cukup
menopang kehidupan baik untuk kepentingan pribadinya maupun
keluarga, sehingga baik Pemohon | dan Pemohon Il tidak memerlukan
bantuan di bidang ekonomi atau keuangan antara satu dengan lainnya,
namun demikian dalam urusan keluarga Pemohon Il tetap bertanggung
jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, dan pendidikan
anak-anak mereka sesuai dengan kedudukannya sebagai kepala
keluarga.

3. Bahwa karena status sosial masing-masing sebagaimana tersebut
diatas, dimana pekerjaan Pemohon Il mempunyai resiko terhadap harta
bersama dalam perkawinan, karena pekerjaan Pemohon Il mempunyai
konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta-harta pribadi, oleh
karena itu Pemohon | dengan persetujuan Pemohon Il berkehendak agar

harta-harta atas nama Pemohon | dengan Pemohon Il, demikian juga

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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terhadap harta-harta lainnya yang akan timbul dikemudian hari tetap

terpisah satu dengan yang lainnya sehingga tidak lagi berstatus harta

campuran.

4. Bahwa seharusnya Para Pemohon membuat perjanjian perkawinan
tentang pemisahan harta sebelum dilangsungkannya perkawinan, akan
tetapi oleh karena kealpaan dan ketidak tahuan Para Pemohon sehingga
baru sekarang Para Pemohon berniat membuat perjanjian perkawinan
tentang pemisahan harta.

5. Bahwa Pemohon | merupakan pemegang Kartu Tanda Penduduk No:
3329125608830009, berlaku seumur hidup dan Kartu Keluarga No.
3329121412150001 dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2017.

6. Bahwa Pemohon Il merupakan Pemegang Passport Inggris No.
519602507 berlaku sampai dengan 17 September 2024.

7. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
sebagai berikut:

a. ELISIA DAISY MATTEY, lahir di Hong Kong, 26 Juni 2013 sesuai
dengan Akte Kelahiran No. S646174(5) tertanggal 3 Juli 2013 yang
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Hong Kong, Petikan Daftar
Kelahiran Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong No.
95/KONS-SL/2013/OKT tertanggal 8 Oktober 2013, dan pemegang
passport Indonesia No. B8476525 berlaku sampai dengan 08 Januari
2023, dan passport Inggris No. 552750883 berlaku sampai dengan 01
Agustus 2023, dan Biodata Penduduk Warganegara Indonesia atas
nama Elisia Daisy Mattey yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 04
Juli 2018;

b. BIANCA HARPER MATTEY, lahir di Hong Kong, 6 Desember 2016
sesuai dengan Akte Kelahiran No. S866621 (2) tertanggal 16
Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Hong
Kong, Petikan Daftar Kelahiran Konsulat Jenderal Republik Indonesia
di Hong Kong No. 114/KONS-SL/2017/MEI tertanggal 19 Mei 2017,
dan pemegang passport Indonesia No. B6386175 berlaku sampai
dengan 06 Juni 2022, dan passport Inggris No. 544501084 berlaku
sampai dengan 01 Mei 2022, dan Biodata Penduduk Warganegara

Indonesia atas nama Elisia Daisy Mattey yang dikeluarkan oleh
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Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes
pada tanggal 04 Juli 2018;

8. Bahwa hal tersebut sebagaimana angka 5 sesuai dengan Pasal 186 (2e)
KUH Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”) disebutkan bahwa
“Selama perkawinan, si isteri boleh mengajukan tuntutan akan
pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-
hal....2e.... “untuk apa yang menurut hukum menjadi hak isteri akan
hilang...”

9. Bahwa hal tersebut juga dipertegas di dalam Pasal 139 KUH Perdata
yang berbunyi: “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat
menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama
asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan
diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.”

10. Bahwa menurut Pasal 140 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian itu
tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si
suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula
hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup
paling lama. Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-
hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami
isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk
mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik
barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak
disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.
Mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada
golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran
dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga
lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama isteri, atau yang
selama perkawinan dan pihak isteri jatuh kedalam harta bersama, tidak
boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa
persetujuan isteri”.

11. Bahwa perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan
kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki kekuatan yang mengikat
keduanya, sebagaimana diterangkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata:
“Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang

bagi mereka yang membuatnya”.
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12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan perundang-undangan, pencatatan
pemisahan harta benda dalam perkawinan pada Kantor Catatan Sipil
dikategorikan sebagai Peristiwa Penting lainnya dan dapat dilakukan
pelaporan serta pencatatannya oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan
adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperolah kekuatan
hukum tetap.

13. Bahwa menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-undang No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Peristiwa Penting
adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,
kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,
pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status
kewarganegaraan”.

14. Bahwa menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006
tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Pencatatan
Peristiwa Penting lainnya dilakukan Pejabat pencatatan sipil atas
permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan
pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

15. Bahwa untuk keperluan pencatatan pemisahan harta benda dalam
perkawinan pada Pejabat Pencatatan Sipil diperlukan Penetapan
Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerangkan suatu
keadaan hukum tertentu;

16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
XII/2015 tangal 27 Oktober 2017 telah memaknai Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut “pada waktu,
sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan
kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan
atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak
ketiga”.

17. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-
XII1/2015 tanggal 27 Oktober 2016 tersebut, maka pasangan suami-istri
yang pada saat atau sebelum menikah melaksanakan perkawinan belum
membuat perjanjian perkawinan, mereka dapat melakukan perjanjian

tersebut meskipun perkawinan sudah berlangsung.
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18. Bahwa, kasus yang sama telah diperiksa dan diputus oleh berbagai
pengadilan negeri di Indonesia, yaitu:

a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta Nomor.
85/Pdt.P/2015/PN. Jkt. Sel. tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Sri
Wulandari dan Noel Morrow;

b. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor.
269/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Anita
Andrita Dewi dan Stephan Georg Winkler;

c. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor.
381/Pdt.P/2015/PN. Tng. tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama
Astrid Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick;

d. Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor.
103/Pdt.P/2015/PN.Dpk. tertanggal 12 Agustus 2015 atas nama
Maria Ulfa dan Tom Foole;

e. Penetapan Pengadilan Negeri — Niaga - HAM Surabaya Nomor.
988/PDT.P/2015/PN.SBY. tertanggal 28 Oktober 2015 atas nama Lily
dan Hoh Man Choi;

f. Penetapan Pengadilan  Negeri Jakarta  Selatan = Nomor.
561/Pdt.P/2015/PN.JKT.Sel tertanggal 13 Januari 2016 atas nama
Dewi Ratih Damayanti dan Jonathan Barry Zax;

g. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.
16/PDT.P/2016/PN.Tng. tertanggal 19 Januari 2016 atas nama
Dianna Keyzer Lie dan Tsz Keung Tsang;

h. Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang Nomor.
51/Pdt.P/2016/PN.Kpn. tertanggal 7 Maret 2016 atas nama Ely
Kristiana Farida dan Lee Taek You;

i. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor.
102/Pdt.P/2016/PN.Tng. tertanggal 2 Maret 2016 atas nama Rennil
Davinsi dan Chao Choi Leng;

j- Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan = Nomor.
160/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 14 April 2016 atas nama
Elisabeth Grandtyana Mayasari dan Luke Seymour Rowe;

k. Penetapan  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan = Nomor.
219/PDT.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 12 Mei 2016 atas nama Yiyik

Desi Anjar Sari dan Yamana Osamu.
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I. Penetapan Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan  Nomor.
429/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 24 Agustus 2016 atas nama
Nara Adi Suryadarma dan Hiroko Suryadarma.

m.Penetapan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan = Nomor.
520/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 10 Oktober 2016 atas nama
Linda Priyana dan Boris De Koning.

n. Penetapan  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan = Nomor.
555/Pdt.P/2016/PN.JKT.Sel tertanggal 18 Oktober 2016 atas nama
Santi Karmila dan Keith Steuart Miller.

0. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.
610/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 08 Nopember 2016 atas nama
Agatha Dwi Suryaning Tyas dan Alastair William Coulthard;

p. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.
610/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 07 Desember 2016 atas nama
Evita Primiari dan Steven Victor Brown;

g. Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.
1005/Pdt.P/2016/PN.Shy tertanggal 22 Desember 2016 atas nama
Handojo Lesmana dan Chisako Lesmana;

r. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta  Selatan = Nomor.
99/Pdt.P/2017/PN.Jkt. Sel tertanggal 15 Maret 2017 atas nama
Lusiana Purnamasari dan Herve Maurice Franck Picolet;

s. Penetapan Pengadilan Negeri  Jakarta  Pusat Nomor.
71/Pdt.P/2017/PN.JKT PST tertanggal 29 Maret 2017 atas nama
Vinetya Meliani Harza dan Marc James Schicker;

t. Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sleman No.
298/Pdt.G/2017/PN.Smn tertanggal 27 Pebruari 2018 atas nama
Yulianah dan Jens-Volkhardt Friedrich Breitmann;

u. Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor.
103/Pdt.P/2018/PN.Dpk tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Mariana
Aprillianti Siagian dan Christoph Remund.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri
brebes memutuskan sebagai berikut:

1. Menetapkan, menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan

Pengdilan untuk Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan antara Elsa

Liyanti dan David Daniel Mattey Para Pemohon seluruhnya.
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2. Menetapkan, terjadi pemisahan harta perkawinan Pemohon | dan Pemohon

Il terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian
hari.
Dan untuk keperluan tersebut memberikan kuasa kepada Pemohon | untuk
menghadap Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat
lain yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang
diperlukan dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas
harta benda yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari.

3. Menetapkan, bahwa dalam urusan keluarga Pemohon Il tetap bertanggung
jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua
kebutuhan rumah tangganya, dan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan
kedudukannya sebagai kepala keluarga.

4. Menetapkan, memerintahkan atau setidak-tidaknya memberikan kuasa
kepada Pejabat / Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Propinsi DKI Jakarta untuk mencatat Penetapan ini dan / atau dengan
kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notaril pada catatan
pinggir Akte Perkawinan Pemohon.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu
hadir Para Pemohon dan Kuasanya. Setelah ditanyakan oleh Hakim tentang isi
permohonannya, Para Pemohon menyatakn tetap pada permohoannya;

Menimbang, bahwa untuk mengatkan dali-dalil permohonan Para
Pemohon, Kuasa Para pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 33291256088300009, atas nama
Elsa Liyanti, berlaku seumur hidup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329121412150001, dikeluarkan pada
tanggal 23 Agustus 2017, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy Passport Inggris Nomor 519602507 atas nama Daniel David
Mattey, berlaku sampai 17 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti
P-3;

4. Fotocopy Surat Nikah Nomor DF3429 yang dikeluarkan oleh Cotton Tree
Drive Marriage Registry Hongkong, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Surat Bukti Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri Nomor
123/KONS-SN/2013/OKT yang dikeluarkan oleh Konsulat Jendral Republik
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Indonesia Hongkong, pada tanggal 07 Oktober 2013, selanjutnya diberi
tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Pencatatan Nikah pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Pemerintah Kabupaten Brebes Nomor 474.2/50/11/2014 pada tanggal 3
Pebruari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor S646174(5) tertanggal 3 Juli 2013 atas
nama Elisia Daisy Mattey, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Hong
kong, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotocopy Petikan Daftar Kelahiran yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal
Republik Indonesia di Hong Kong Nomor 95/Kons-SL/2013/OKT tertanggal
8 Oktber 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotocopy Passport Indonesia Nomor B8476525 atas nama Elisia Daisy
Mattey berlaku sampai dengan 8 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda
bukti P-9;

10.Fotocopy Passport Inggis Nomor 552750883 atas nama Elisia Daisy
Mattey, berlaku sampai dengan 1 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda
bukti P-10;

11.Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas ama Elisia
Daisy Mattey yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya
diberi tanda bukti P-11;

12.Fotocopy Akte Kelahiran Nomor S866621 (2) atas nama Bianca Harper
Mattey, tertanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Hong Kong, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13.Fotocopy Petikan Daftar Kelahiran atas nama Bianca Harper Mattey, yang
dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong
Nomor 114/KONS-SL/2017/Mei, tertanggal 19 Mei 2017, selanjutnya diberi
tanda bukti P-13;

14.Fotocopy Passport Indonesia atas nama Bianca Harper Mattey Nomor
B6386175, berlaku sampai dengan 1 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda
bukti P-14;

15.Fotocopy Passport Inggris atas nama Bianca Harper Mattey, Nomor
544501084, berlaku sampai dengan 1 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda
bukti P-15;
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16.Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Bianca
Harper Mattey, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 4 Juli 2018, selanjutnya
diberi tanda bukti P-16;

17.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Nomor 85/Pdt.P/2015/PN Jkt Sel, tertanggal 19 Maret 2015 atas nama Sri
Woulandari dan Noel Morrow, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;

18.Fotocopy  Penetapan Pengadilan  Negeri  Tanggerang, = Nomor
269Pdt.P/2015/PN Tng, tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Anita Andrita
dan Stephan Georg Winkler, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

19.Fotocopy  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Tangerang, = Nomor
381/Pdt.P/2015/PN Jkt Tng, tertanggal 10 Agustus 2015 atas nama Astrid
Rosalina Broderick dan Darren Graham Broderick, selanjutnya diberi tanda
bukti P-19;

20.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 103/Pdt.P/2015/PN
Dpk, tertanggal 12 Agustus 2015, atas hama Maria Ulfa dan Tom Foole,
selanjutnya diberi tanda bukti P-20;

21.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Niaga-Niaga-Ham Surabaya,
Nomor 988/Pdt.P/2015/PN Shy, tertanggal 28 Oktober 2015, atas nama Lily
dan Hoh Man Choi, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

22.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor
561/Pdt.P/2015/PN Jkt Sel, tertanggal 13 Januari 2016, atas nama Maria
Dewi Ratih Damayanti dan Jonathan Barry Zax, selanjutnya diberi tanda
bukti P-22;

23.Fotocopy  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Tangerang, = Nomor
16/Pdt.P/2016/PN Tng, tertanggal 19 Januari 2016, atas nama Dianna
Keyzer dan Tzs Keung Tsang, selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

24.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang, Nomor
51/Pdt.P/2016/PN Kpn, tertanggal 7 Maret 2016, atas nama Ely Kristiana
Farida dan Lee Taek You, selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25.Fotocopy  Penetapan Pengadilan Negeri  Tangerang, Nomor
102/Pdt.P/2016/PN Tng, tertanggal 2 Maret 2016, atas nama Elisabeth
Rennil Davinsi dan Chao Choi Leng, selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor
160/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 14 April 2016, atas nama
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Grandtyana Mayasari dan Luke Seymour Rowe, selanjutnya diberi tanda
bukti P-26;

27.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor
219/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 12 Mei 2016, atas nama Yiyik Desy
Anjar Sari dan Yamana Osamu, selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor
429/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 24 Agustus 2016, atas nhama Nara
Adi Suryadarma dan Hiroko Suryadarma, selanjutnya diberi tanda bukti  P-
28;

29.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor
520/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 10 Oktober 2016, atas nama Linda
Priyana dan Boris De Koning, selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor
555/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 18 Oktober 2016, atas nama Santi
Karmila dan Keith Steuart Miller, selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

31.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor
610/Pdt.P/2016/PN Shy, tertanggal 8 November 2016, atas nama Agatha
Dwi Suryaning Tyas dan Alastair William Coulthard, selanjutnya diberi tanda
bukti P-31;

32.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor
610/Pdt.P/2016/PN Jkt Sel, tertanggal 7 Deember 2016, atas nama Evita
Primiari dan Steven Victor Brown, selanjutnya diberi tanda bukti P-32;

33.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor
1005/Pdt.P/2016/PN Sby, tertanggal 22 Desember 2016, atas nama
Handojo Lesmana dan Chisako Lesmana, selanjutnya diberi tanda bukti
P-33;

34.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor
99/Pdt.P/2017/PN Jkt Sel, tertanggal 15 Maret 2017, atas nama Lusiana
Purnamasari dan Herve Maurice Franck Picolet, selanjutnya diberi tanda
bukti P-34;

35.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor
71/Pdt.P/2017/PN Jkt Pst, tertanggal 29 Maret 2017, atas nama Vineta
Meliani Harza dan Marc James Schicker, selanjutnya diberi tanda bukti
P-35;
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36.Fotocopy Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Sleman, Nomor
298/Pdt.G/2017/PN Smn, tertanggal 27 Februari 2018, atas nama Yulianah
dan Jens-Volkhardt Friedrich Breitmann, selanjutnya diberi tanda bukti

P-36;

37.Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Depok, Nomor 103/Pdt.P/2018/PN
Dpk, tertanggal 15 Mei 2018, atas nama Mariana Aprilianti Siagian dan
Christoph Remund, selanjutnya diberi tanda bukti P-37;

38.Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

tertanggal 27 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-38;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali tanda bukti P-17 sampai
dengan P-38, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sabh;
Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Para Pemohon telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:
1. Saksi Nurlaeli, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang menikah di
Hong Kong pada tanggal 15 Februari 2013;

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Pemohon | dan Pemohon Il telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Elisia Daisy Mattey dan
Bianca Harper Mattey;

- Bahwa setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal di Hong
Kong;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon Il masih berkewarganegaraan
Inggris;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini
sepengetahuan Saksi untuk adanya pemisahan harta;

- Bahwa Pemohon Il selaku Kepala Keluarga bertanggung jawab
terhadap Pemohon | dan anak-anaknya;

- Bahwa Pemohon | melakukan permohonan pemisahan harta
sepengetahuan Saksi atas ijin dari Pemohon II;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi diberitahu oleh

Pemohon |;
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Atas keterangan Saksi tersebut Para Pemohon melalui Kuasanya

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi lwan Kurniawan, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Hong
Kong pada tanggal 15 Februari 2013;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon | melakukan pernikahan dengan
Pemohon II di Hong Kong karena Pemohon |l merupakan Warga
Negara Asing atau Warga Negara Inggris;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon | mengajukan permohonan
untuk pemisahan harta dikarenakan pekerjaan Pemohon Il sangat
beresiko terhadap harta bersama antara Pemohon | dan Pemohon lI;

- Bahwa Saksi juga mengetahui kalau Pemohon | mengajukan
permohonan ini atas sepengetahuan dari Pemohon Il;

- Bahwa dari keterangan Pemohon | kepada Saksi, Pemohon Il sangat
bertanggungjawab terhadap kehidupan Pemohon | maupun terhadap
anak-anak Pemohon | dengan Pemohon II;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut Para pemohon melalui

Kuasanyan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para pemohon telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan
perkawinannya di Hong Kong dan Perkawinan tersebut telah dilaporkan
di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada
tanggal 3 Februari 2014;

- Bahwa Para pemohon sekarang tinggal di Hong Kong;

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini
karena pekerjaan Pemohon Il sangat beresiko terhadap harta bersama

Para pemohon;
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- Bahwa walaupun dengan adanya pemisahan harta namun Pemohon II
tetap akan memenuhi kebutuhan dalam keluarga Para Pemohon
tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pemohon melalui Kuasanya
sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar segera dijatuhkan
Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini
maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam
Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan
Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon
adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya adalah bahwa Para
Pemohon bermaksud hendak melakukan pemisahan harta dalam perkawinan
terhitung sejak ditetapkannya oleh Pengadilan dengan maksud agar kedepannya
apabila ada sesuatu hal tidak baik terjadi dalam pekerjaan Pemohon Il tidak
sampai pada harta pribadi Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya
tersebut, Para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda
bukti P-1 sampai dengan P-38 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurlaeli dan
saksi lwanKurniawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, dimana
Pemohon | tinggal di Limbangan RT/RW 005/00 Kelurahan Limbangan Kabupaten
Brebes, sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri
Brebes;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan
dengan bukti-bukti surat yang diajukan Para pemohon melalui Kuasanya, dimana
antara Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah di Hong Kong pada tanggal 15
Februari 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes pada tanggal 3 Februari 2014, dan dalam
perkawinan tersebut antara Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak perempuan, sesuai tanda bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-12 dan P-
13);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para pemohon, mereka

bermaksud untuk melakukan pemisahan harta perkawinan dan baru diajukan
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sekarang karena ketidaktahuan serta kelalaian Para pemohon dan tujuannya
adalah agar nantinya apabila dalam pekerjaan Pemohon Il yang dalam
pekerjaannya mempunyai resiko terhadap harta bersama sampai pada harta
pribadi maka Pemohon | atas persetujuan Pemohon Il berkehendak agar harta-
harta atas hama Pemohon | dan Pemohon Il sehingga tidak lagi berstatus harta
campuran, dan Pemohon Il juga bermaksud untuk dapat berbuat sesuatu demi
memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan keluarga, Istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah
diperkenankan melakukan pemisahan harta dalam perkawinan setelah
dilakukannya perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan “bahwa perjanjian perkawinan dilakukan pada
waktu sebelum perkawinan dilangsungkan”, .... kemudian dalam ayat (2)
ditentukan “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut ditentukan “Bahwa perjanjian
perkawinan tersebut dimungkinkan untuk merubah perjanjian tersebut apabila
kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan itu tidak
merugikan pihak ketiga”;

Menimbang, bahwa apabila kita menyimak dari ketentuan tersebut
diatas, seakan-akan tidak ada tempat untuk adanya perjanjian kawin setelah
dilakukannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 139 KUHPerdata
disebutkan “Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang
dari peraturan perundang-undangan mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak
bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan
berikut”. Selanjutnya dalam Pasal 140 KUHPerdata berbunyi “Perjanjian itu tidak
boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai
suami dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh Undang-
Undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama. Demikian pula perjanjian
itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukan bagi suami sebagai kepala
persatuan suami Istri,..... namun itu tidak mengurangi wewenang istri untuk
mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-

barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak disamping penikmatan
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penghasilannya pribadi secara bebas. Mereka juga berhak membuat perjanjian,
meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat
pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman Negara, surat-surat berharga
lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama
perkawinan dari pihak istri jatuh kedalam harta bersama, tidak boleh dipindah
tangankan atau dibebani oleh suami tanpa persetujuan istri”,

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 186 KUHPerdata juga
disebutkan bahwa “selama perkawinan, si sitri boleh mengajukan tuntutan akan
pemisahan harta benda kepada Hakim, tetapi hanya dalam hal-hal.....2e.....dan
guna segala apa yang menurut hukum menjadi hak istri akan menjadi kabur......".

Menimbang, bahwa perjanjian kawin yang akan dibuat oleh Para
pemohon tersebut diatas adalah suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan
kesepakatan bersama antara Pemohon | dengan Pemohon 1l di dalam
perkawinannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata
perjanjian kawin yang akan dibuatnya tersebut mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana telah disebutkan diatas, maka menurut hemat Hakim yang
memeriksa perkara ini, masih terdapat alasan hukum untuk dapat dikabulkannya
permohonan perjanjian kawin setelah perkawinan dilangsungkan dengan
ketentuan memenuhi persyaratan atau batasan-batasan seperti:

- Adanya kepentingan yang menghendaki dibuatkannya perjanjian kawin
tersebut.

- Tidak merugikan ahli waris ataupun pihak ketiga dengan adanya
perjanjian kawin tersebut.

- Perjanjian yang akan dibuat tersebut dimaksudkan untuk mempermudah
pengaturan harta.

- Perjanjian kawin yang akan dibuat tidak boleh bertentangan dengan
hukum dan norma-norma lainnya.

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemisahan harta yang
diajukan oleh Para pemohon tersebut diatas telah memenuhi persyaratan-
persyaratan / batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas?

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi dihubungkan dengan
surat-surat bukti yang diajukan pleh Para pemohon serta berdasarkan keterangan
Para pemohon yang bermaksud melakukan pemisahan harta dalam perkawinan

dengan alasan Pemohon | tidak menginginkan resiko yang timbul dalam pekerjaan
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Pemohon Il yang mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab sampai harta-
harta pribadi Pemohon | dan Pemohon Il, maka demi menjaga kehidupan rumah
tangga dan kebahagiaan dalam keluarga serta demi masa depan anak-anak Para
Pemohon, Pemohon | dengan persetujuan Pemohon |l berkehendak untuk
dilakukan pemisahan harta atas nama Pemohon | dengan Pemohon lI;

Menimbang, bahwa permohonan pemisahan harta yang diajukan
oleh Para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan keluarga Para
pemohon serta demi masa depan anak-anak Para pemohon dan tidak terkait
dengan pihak ketiga serta niat atau maksud tersebut hanya sekedar
mempermudah pengaturan harta karena suami Pemohon | yang masih berstatus
Warga Negara Asing dan tidak pula pertentangan dengan hukum atau norma-
norma lainnya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menurut hemat Hakim
yang memeriksa perkara ini permohonan Para pemohon cukup beralasan dan
patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pemisahan harta dalam
perkawinan tersebut, nantinya tidak ada lagi harta bersama dalam perkawinan
Para pemohon tersebut sepanjang harta tersebut diperoleh secara masing-
masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan
diatas perkawinan Para pemohon telah dilangsungkan di Hong Kong pada tanggal
15 Februari 2013 (bukti P-4), maka tentang adanya perjanjian kawin tentang
pemisahan harta setelah perkawinan tersebut haruslah dipandang dan dapat
dicatat sebagai peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan perkawinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 point (17) Jo. Pasal 68 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 1 point (17) Jo. Pasal 68 ayat (2) tentang
perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan peristiwa
penting dan perkawinan Para pemohon tersebut telah dicatatkan di Pencatatan
Perkawinan di Luar Negeri Nomor 123/KONS-SN/2013/OKT, yang dikeluarkan
oleh Kepala perwakilan fungsi Konsuler Konsulat Jenderal Republik Indonesia
Hong Kong (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh
Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong perkawinan Para pemohon

telah pula dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Kabupaten Brebes (bukti P-6), sehingga menurut pendapat Hakim pelaporan
perkawinan tersebut juga merupakan peristiwa penting lainnya sebagaimana
Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai urusan keluarga dalam
arti Pemohon Il sebagai kepala keluarga karena permohonan ini diajukan atas
kesepakatan bersama antara Pemohon | dan Pemohon Il, maka Pemohon Il tetap
bertanggung jawab sepenuhnya atas kesejahteraan dan kebahagiaan dalam
keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka permohonan Para pemohon
dikabulkan seluruhnya kecuali menyangkut petitum point 4 sekedar memperbaiki
amar mengenai pemberian kuasa kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Brebes untuk mencatat Penetapan ini dan / atau dengan
kesepakatan tertulis yang diadakan dengan Akta Notariil pada catatan pinggir Akte
Perkawinan Para Pemohon, dan karena permohonan ini adalah kepentingan Para
Pemohon maka Para pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan
dibawabh ini;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti-bukti surat yang
diajukan Para Pemohon vyang tidak dipertimbangkan karena tidak ada
relevansinya cukuplah dikesampingkan;

Mengingat, HIR, KUHPerdata (BW), Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan Ketentuan Peraturan lain yang berkenaan

dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penetapan Pengadilan untuk
Pemisahan Harta Benda dalam Perkawinan antara Elsa Liyanti dan David

Daniel Mattey, Para pemohon seluruhnya;
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2. Menyatakan pemisahan harta perkawinan Pemohon | dan Pemohon II
terhadap harta yang sudah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari,
sehingga memberikan kuasa kepada Pemohon | untuk menghadap Notaris
dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta Pejabat lain yang
berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan
dan berguna dalam kapasitasnya sebagai pemegang hak atas harta benda
yang sudah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari;

3. Menetapkan bahwa dalam urusan keluarga Pemohon Il tetap bertanggung
Jawab sepenuhnya atas kesejahteraan keluarganya, membiayai semua
kebutuhan rumah tangganya, dan pendidikan anak-anaknya sesuai dengan
kedudukannya sebagai Kepala Keluarga;

4. Memerintahkan atau setidak-tidanya memberikan kuasa kepada Pejabat /
Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Brebes untuk mencatat Penetapan ini dan / atau dengan kesepakatan
tertulis yang diadakan dengan Akta Notariil pada catatan pinggir Akte
Perkawinan Para Pemohon;

5. Menghukum Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiha);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh
Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Brebes, berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 129/Pdt.P/2018/PN
Bbs, tertanggal 25 Juli 2018, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hkim tersebut dengan dibantu oleh
Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dengan

dihadiri oleh Para pemohon dengan didampingi Kuasanya.
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Panitera Pengganti, Hakim,
t.t.d. t.t.d.
Tatang Sumantri, S.H. Galuh Rahma Esti, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan:

Salinan yang syah sesuai bunyi aslinya Putusan Perkara Perdata
Permohonan Nomor 129/Pdt.P/2018/PN Bbs, ini diberikan kepada : Kuasa Para
Pemohon (RATNA ASRI HARTONO, SH.) atas permintannya secara lisan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, pada tanggal 31 Juli 2018 ;

Brebes, 03 Juli 2018

Panitera Pengadilan Negeri Brebes

NUR SYAEFUL MUKMIN, SH, MM.

NIP. 19670501 198603 1 001
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